
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 'i\ TAHUN2022
TENTANG

PELAKSANAANANGGARANDALAMRANGKAPENYELESAIANPEKERJAAN
YANGTIDAKTERSELESAlKANSAMPAlDENGANAKHIR

TAHUNANGGARAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendapatkan manfaat agar

tidak menimbulkan permasalahan hukum dalam

pelaksanaan pekerjaan perlu diberi kesempatan
kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari

kalender terhadap pembangunan yang tidak dapat
diselesaikan di akhir tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/.Jasa Pemerintah, menjelaskan dalam hal
penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa

pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai

bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan,
PPKmemberikan kesempatan kepada penyedia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan

Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang
Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun
Anggaran;



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nornor 54 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Republik Indonesia

Tambahan Lembaran

Nornor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Tahun

(Lembaran

2014 Nornor

Negara

292,

Administrasi Pemerintahan

Negara Republik Indonesia

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/.Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2018

ten tang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka

Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan

Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah

Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 62);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

---------------------------------- - ---



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG

ANGGARAN DALAM RANGKA

PELAKSANAAN

PENYELESAIAN

PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAlKAN SAMPAl

DENGANAKHIRTAHUNANGGARAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Pengadaan BarangjJasa adalah kegiatan untuk memperoleh

Barangj Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN j APBD

yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah

terima hasil pekerjaan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yagng dipimpinnya.

7. Kuasa Pengunna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas

sebagai bendahara umum daerah.

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah

pejabat yang diberi kewenangan oleh PAjKPA untuk mengambil

keputusan danj atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja daerah.

10. Penyedia Barangj J asa adalah pelaku usaha yang menyediakan

barangjjasa berdasarkan kontrak.



11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang

memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh

Pengguna Anggaran.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan peraturan daerah.

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan

Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

14. Badan Perencanaan Pembangunan

disingkat BAPPEDA adalah Badan

Daerah yang selanjutnya

Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

15. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDAadalah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

16. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

17. Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut kontrak

adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia

Barang/ Jasa atau pelaksana Swakelola.

18. Tahun Anggaran berkenaan adalah masa berlakunya anggaran yang

dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tangga131 Desember.

19. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran

setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah

dokumen yang digunakan Zditerbitkan oleh PA/KPAuntuk menerbitkan

Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang

diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP

adalah Aparat Pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

23. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh PA/KPA yang dapat

melibatkan un sur perencanaan, pengawasan dan instansi teknis terkait

sesuai kebutuhan.

--------------------------------------- ---------



Pasa12

(1)PPK merupakan pejabat yang ditetapkan PA/KPA untuk melaksanakan

Pegadaan Barang/ Jasa.

(2)Dalam hal tidak ada lagi personil yang memenuhi persyaratan untuk

ditunjuk sebagai PPK,PA/KPAbertindak sebagai PPK.

Pasa13

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah

dalam mengatasi adanya sejumlah pekerjaan Pengadaan Barang/.Jasa

yang belum terselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran berkenaan.

BABII

PENYELESAIANSISAPEKERJAAN

Pasal4

Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam

tahun anggaran berkenaan harus diselesaikan pada akhir masa pelaksanaan

pekerjaan sesuai kontrak dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal5

Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak

terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, penyelesaian

sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.

Pasal6

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran

Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut :

a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/ jasa akan mampu

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan

paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan;

b. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan

paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa

pelaksanaan pekerjaan, yang ditandatangani Penyedia Barang/iJasa di

atas kertas bermaterai; dan

c. berdasarkan penelitian PAjKPA, pembayaran atas penyelesaian sisa

pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya



dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan

dalam DPPATahun Anggaran berikutnya.

(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b paling sedikit memuat:

a.pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/ Jasa untuk

menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima

puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

b.pernyataan bahwa Penyedia Barang/vlasa bersedia dikenakan denda

keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan

pelaksanaan denda yang diatur dalam kontrak;

c.pernyataan bahwa Penyedia Barang/Uasa tidak menuntut dendaj'bunga

apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa

pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh

keterlambatan penyelesaian perubahan anggaran;

d.pernyataan bahwa Penyedia Barang/ Jasa bersedia memperpanjang

jaminan pelaksanaan.

(3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA

dapat memutuskan untuk:

a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran

Berikutnya; atau

b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran

Berikut.

(4) Dalam rangka mengambil keputusan melanjutkan penyelesaian pekerjaan

ke Tahun Anggaran Berikutnya atau tidak melanjutkan penyelesaian sisa

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PAjKPA dapat

berkonsultasi dengan APIP.

(5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasa17

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetap merupakan pekerjaan dari

kontrak berkenaan.

Pasal8

Penyelesaian SISa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran

Berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan mengenai Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah.



Pasal9

PA/KPA/PPKbertanggungjawab secara formil dan materil atas:

a. keputusan melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran

berikutnya; atau

b. keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun

Anggaran Berikutnya.

Pasall0

(1) Dalam hal hasil penelitian PA/KPA/PPK menyatakan pekerjaan dapat

dilanjutkan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender, maka Penyedia

Barang/.Jasa menindaklanjuti dengan membuat rencana aksi (action
plan) untuk sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan disetujui oleh

PA/KPA/PPK.

(2) Dalam hal pekerjaan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang

diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, Penyedia

Barang/ Jasa dikenakan denda keterlambatan penyelesaian sisa

pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.

(3) PA/KPAdapat memutus Kontrak jika Penyedia Barang/ Jasa dalam batas

waktu 50 (lima puluh) hari kalender tidak dapat menyelesaikan sisa

pekerjaan, dan Penyedia Barang/ Jasa dikenakan sanksi berupa:

a. jaminan pelaksanaan dicairkan;

b. sisa uang muka harus dilunasi ataujaminan uang muka dicairkan;

c. denda maksimum 5 (lima perseratus) atas keterlambatan

penyelesaian sisa pekerjaan; dan

d. dimasukkan dalam daftar hitam.

(4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

disetorkan ke kas umum Daerah oleh Penyedia Barangj Jasa.

BABIII

PERUBAHANKONTRAK

Pasal 11

(1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun

Anggaran Berikutnya, PPKmelakukan perubahan kontrak berkenaan.

(2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan

dimuat./ dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya

mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi, denda

keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan

Pelaksanaan.



(3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan ketentuan:

a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa

pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya di

dalam DPPATahun Anggaran Berikutnya; dan

b. tidak boleh merubah nilai kontrak pekerjaan.

(4) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan

sebelumjangka waktu Zrnasa pelaksanaan kontrak berakhir.

(5) Penyedia Barang/.Jasa harus memperpanjang masa berlaku jamman

pelaksanaan minimal selama 50 (lima puluh) hari kalender dan

menyampaikannya sebelum dilakukan penandatanganan perubahan

Kontrak.

BABIV

PENGANGGARANPENYELESAIANSISAPEKERJAAN

Pasal12

(1) Penganggaran penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun

Anggaran Berikutnya dibebankan dalarn kegiatan yang sarna pada DPPA

Tahun Anggaran Berikutnya.

(2) Sisa pekerjaan yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan srsa pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang

dilaksanakan setelah berakhirnya masa kontrak.

Pasal13

(1) PA/KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DPPDA SKPD

berkenaan Tahun Anggaran Berikutnya dalam bentuk RKA-SKPD

(2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

PA/KPAberkoordinasi dengan BAPPEDA.

(3) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui mekanisme perubahan anggaran.

(4) Pengajuan usulan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan paling larnbat sebelum batas akhir penyelesaian

sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pemyataan kesanggupan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 ayat (2).



BABV

PEMBAYARANPENYELESAIANSISAPEKERJAAN

Pasa114

(1) Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke

Tahun Anggaran Berikutnya dibebankan pada Perubahan APBDTahun

Anggaran Berikutnya.

(2) Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan:

a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan

batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan; dan

b. pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

Pasa115

Tata cara pembayaran penyelesaian tagiharr/ pembayaran baik mengenai

pengajuan SPM, penerbitan SP2D dan administrasi lainnya dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka

pelaksanaan APBD.

BABVI

PEMANTAUANDANPELAPORAN

Pasal16

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) PA/KPA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

sisa pekerjaan dalam batas waktu 50 (lima puluh) hari kalender dengan

melibatkan Tim Teknis.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada KPA/PA.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap

minggu terhadap perkembangan dan / atau kemajuan pelaksanaan sisa

pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

Pasal17

PA/KPA memberikan laporan pelaksanaan sisa pekerjaan selama 50 (lima

puluh) hari kalender kepada Bupati.



BABVII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal-zo CYlCb&tL.. 2022

~NJUN BUNG TIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal U Oe~en-t~ 2022

SEKRETARIS DAERAHKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR,

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMURTAHUN2022
NOMOR Lt,

4 THAH D1TELITI KEBENARANNYA
""bag Huku Dan Perundang •Undangan

•

•i,' MOHD. IUS,SH.,MH
,.;., ". mbl TIt I (IV/b.
\t£., NIP.1970n 2112121 004



LAMPIRAN

PERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTIMUR

NOMOR Lt\ TAHUN2022

TENTANG

PELAKSANAANANGGARAN DALAM RANGKA

PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK

TERSELESAIKAN SAMPAl DENGAN AKHIR

TAHUNANGGARAN.

KOP SURATPENYEDIABARANGjJASA

SURATPERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Badan Usaha

Jabatan

Alamat

Sehubungan dengan sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran berkenaan untulc

Paket Pekerjaan

Nomor Kontrakj ADD

Tanggal Kontrakj ADD

Nilai Kontrakj ADD

Waktu Pelaksanaan :Sesuai kontrak

Nilai Sisa Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja

yang telah saya tandatangani seperti tersebut diatas dengan waktu paling

lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan

pekerjaan sesuai kontrak.

2. Saya bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian sisa

pekerjaan sete1ah berakhirnya mas a pelaksanaan dalam kontrak kerja

sesuai dengan ketentuan pe1aksanaan denda dalam kontrak.

3. Saya tidak akan menuntut dendajbunga apabila terdapat keterlambatan

pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran

berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan perubahan anggaran.



4. Saya bersedia untuk memperpanjang masa berlakunya jamman
pelaksanaan pekeljaan dengan waktu paling lama 50 (lima puluh) hari

kalender.

5. Saya bersedia untuk dimasukkan dalam daftar hitam, apabila sampar

dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan, pekerjaan belum

dapat diselesaikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh tanggung

jawab serta dapat pergunakan sebagaimana mestinya .

................... , - -20 ..

Pembuat pemyataan

( )

~TANJUN ABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

DINAI ptitEIUAAN UMUM DAN PENATAAN HUANG
lILAH Dn'EUTI KEBENARANYA

AIIJNYA


